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BAB III 

PENUTUP 

 

A.    Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dan 

melalui proses analisis dari data yang diperoleh, maka penulis 

menyimpulkan bahwa : 

1. Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi belum/tidak 

pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena 

belum/tidak pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan 

tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, yaitu: 

a. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam 

keadaan bahaya/perang. 

b. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam 

bencana alam nasional. 

c. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam 

keadaan krisis moneter. 

d. Ada pengulangan tindak pidana korupsi. 

 
2. Hambatan yang dialami oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana 

mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dalam penjatuhan 

putusan hakim itu apakah harus dijatuhkan pidana mati atau 

dijatuhkan sanksi pidana lain, karena hakim dalam memutuskan suatu 
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tindak pidana ditentukan dengan Dissenting Opinion Hakim dan 

memenuhi rasa keadilan. 

  

 B.     Saran 

1. Bagi hakim, harus menjatuhkan putusan sanksi pidana mati terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi, baik pelaku yang melakukan tindak 

pidana korupsi dalam keadaan tertentu maupun pelaku yang 

melakukan tindak pidana korupsi yang besar. 

 
2. Bagi hakim, hambatan-hambatan yang menjadi tantangan besar dalam 

menjatuhkan sanksi pidana mati harus dijadikan resiko sebagai hakim, 

yang perlu dan harus diperhatikan adalah memenuhi rasa keadilan dan 

kebenaran demi penegakan hukum. 
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